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BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA

NOMOR  G   TAHUN 2024

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

Menimbang    :a.   bahwa    Anggaran    Pendapatan    dan    Belanja    Daerah
merupakan   rencana   keuangan   tahunan   daerah   yang
digunakan    secara    transparan    dan    akuntabel    guna
mewujudkan kesej ahteraan masyarakat;

b.   bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311  ayat (1)
Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014      tentang
Pemerintahan  Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali teralchir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang    Penetapan    Peraturan    Pemerintah    Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang dan Pasal  104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang  Pengelolaan
Keuangan   Daerah,    Kepala   Daerah   wajib   mengajukan
rancangan      Peraturan      Daerah      tentang      Anggaran
Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  disertai  penjelasan  dan
dokumen-dokumen  pendukungnya  kepada  DPRD  paling
lambat 60 (enaln puluh) hari sebelum 1  (satu) bulan tahun
anggaran    berakhir    untuk     memperoleh     persetujuan
Bersana;
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c.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahunch±aran2025;

1.:na:oalne[s:aiyitu(:)1:4n5d;an8-Undan8DasarNegaraRepubiife

2.   Undang-Uhdang     Nomor     29     Tahun
Pembentukan    Daerah-daerah   Tingkat

1959      tentang
11    di    Sula.wesi

:L4e,mTb==[N=8::::=::b=eg]::°:::Lab=kch[==oi::±9a¥:=::

3.   :8n2d2±g_uidang     Nomor     23     Tchun     2014     tentan8
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara     Republik

Lnedg°a=:SL:i:=bu=2]:::n¥:L=°rN::::T5=8b7T=eb=egm±aiana
telah   diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  6  Tahun
2023  tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi   Undang-Undang    (Lembaran   Negara   Republik
Indonesia  Tahun  2023  Nomor  41,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.   Peraturan   Pemerintah   Nomor   12   Tahun   2019   tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

5.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  90  Tahun  2019
tentang     Klasifikasi,      Kodefikasi,      dan     Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) ;

6.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Tcknis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah

(Berita  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2020   Nomor
1781);



-3-

7.   Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  15  Tahun  2024
tentang Pedoman  Penyusunan Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah  Tahun  Anggaran   2025   (Berita   Negara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKIIAN RAKYAT DAERAII TANA TORAJA

dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSEN:
Menetapkan  :       PERATURAN  DAERAII TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAII TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1.   Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2.   Pemerintah    Daerah    adalah    Bupati    sebagai    unsur    penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3.   Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnnya.
dalam    sistem    dan    prinsip    Negara    Kesatuan    Republik    Indonesia
sebagaimana  dimaksud  dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara  Republik
Indonesia Tahun 1945;

4.   Bupati adalah Bupati Tana Toraja;
5.   Dewan Pelwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disin8kat DPRD adalah

lembaga  perwakilan  rakyat  daerah  yang  berkedudukan  sebagal  unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.   Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  yang  selanjutnya  disingkat

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibalas
dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan
dengan peraturan daerah ;
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7.  Rencana Kelja Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah
Dokumen    Perencanaan    dan    penganggaran    yang    berisi     rencana

pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan peran8kat daerah serta
rencana. pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

8.  Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran  SKPD  yang  selan].utnya  disebut  DPA-
SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan

yang  digunakan   sebagai  dasar  pelaksanaan   anggaran   oleh  pengguna
anggaran.

9.  Pendapatan    Asli    Daerah    yang    selanjutnya    disingkat    PAD    adalah
Pendapatan yang diperoleh daerah yang di pungut berdasarkan Peraturan
Perundang-undangan.

10.Dana   Perimbangan   adalah   merupakan   dana   yang   bersumber   dari
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Negara  yang  dialokasikan  kepada
daerah  untuk  mendanai  kebutuhan  daerah  dalam  ran8ka  pelaksanaan
desentralisasi.

11. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disin8kat DAU  adalah  dana yang
bersumber   dari   pendapatan   APBN  yang   dialokasikan   dengan   tujuan

pemerataan   kemampuan   keuangan   antar   daerah   untuk   mendanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

12. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disin8kat DAK adalah dana yang
bersumber   dari   pendapatan   APBN   yang   dialokasikan   kepada   daerah
tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang
merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan  dan
Belanja  Negara  yang  diperuntukan  bagi  Desa  yang  ditransfer  melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan
untuk      membiayai      penyelenggaraan      pemerintahan      pelaksanaan

pembangunan,      pembinaan      kemasyarakatan      dan      pemberdayaan
masyarakat.

14. Sisa lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut  SiLPA adalah
selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu

periode anggaran.
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Pasal 2

Anggaran     Pendapatan     dan     Belanja     Daerah     direncanakan     sebesar
Rp±.239.133.346.000,00   (safe  trtli:un  dua  Tafus  tiga  puluh  sembilan  Tritiar
sera,fas ratus tiga puluh tiga juta tiga rchrs  em:pat puluh erLa:in ri.bu rapiah),
dengan rincian sebagai berikut:
1.   Pendapatan Daerah
2.   Belanja Daerah
3.   Pembiayaan Daerah

Rpl.239.133.346.000,OO

Rpl.279.059.118.000,00

Rp      39.925.772.000,00

Pasal 3

Anggaran   Pendapatan   Daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Pasal   2,
bersumber dari:
1.   Pendapatan asli daerah
2.   Pendapatan transfer
3.   Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Rp    165.340.947.608,00

Rpl.054.571.830.392,00

Rp       19.220.568.000,00

Pasal 4

(1)  Pendapatan  asli  daerah  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  3  huruf a
bersumber dari:
a. Pajak daerah
b. Retribusi daerah

Rp    56.007.738.608,00

Rp    89.032.552.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

yang dipisahkan                                                 Rp      7.300.000.000,00
d.  Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Rp    13.000.657.000,00

(2) Pendapatan Transfer  sebagaimana  dimaksud  Pasal  3  humf b  bersumber
dari:

a. Pendapatan transfer pusat                              Rp 984.168.551.000,00

b. Pendapatan transfer antar daerah                Rp   70.403.279.392,00

(3)  Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf c bersumber dari:
a. Lain-lain pendapatan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-
undangan Rp    19.220.568.000,00
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Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
a.    Belanja operasi                                                             Rp938.762.345.395,OO

b.   Belanja modal                                                              Rpl64.694.003.605,OO

c.    Belanja tidak terduga                                               Rp   10.000.000.000,00

d.   Belanja transfer                                                          Rpl65.602.769.000,OO

Pasal 6

(1)  Belanja  Operasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf a,  terdiri
atas:
a. Belanja pegawai
b. Belanja barang dan jasa
c. Belanja Subsidi

d. Belanja hibah
e. Belanja Bantuan Sosial

Rp 586.080.189.036,00

Rp 301.027.577.824,00

Rp          203.904.500,00

Rp    51.325.924.035,00

Rp          124.750.000,00

(2)  Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
a. Belanja modal peralatan dan mesin
b. Belanja modal bangunan dan gedung
c. Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
d. Belanja modal aset tetap lainnya
e. Belanja modal aset lalnnya

Rp    26.473.540.750,00

Rp    63.047.504.407,00

Rp    71.589.855.000,00

Rp      3.273.103.448,00

Rp          310.000.000,00

(3)  13elanja  tidak  terduga  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf  c,
terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu sebesar Rplo.000.000.000,00.

(4)  Belanja  transfer  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  5  huruf d,  terdiri
atas:

a.   Belanja bagi basil
b.   Belanja bantuan keuangan

Rp     1.600.000.000,00

Rpl64.002.769.000,00

Pasal 7

Pembiayaan daerah sebagailnana dimaksud dalam Pasal 2 , terdiri atas:
a.   Penerimaan pembiayaan                                          Rp 39.925.772.000,OO

b.   Pengeluaran pembiayaan                                      Rp O,00
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Pasal 8

(1)  Penerimaan  pembiayaan  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  7  huruf a,
terdiri  atas  sisa  lebih  perhitungan  anggaran  tahun  sebelumnya  (SiLPA)

yalfu  setoesar  Rp39.925.772.000,00  (tiga puluh semhilarL  Triha;r  sembilan
rcrfus dua puluh tt:rna juta tuju:h rcrfus tuju:h puluh dua ribu ru:pichD .

(2) Pengeluaraan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b,
terdiri a.ta.s penyertaan modal daerah, yaitii sebesar RpO,OO (7tz.ht.0.

Pasal 9

( 1)  Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan
Kepala  Daerah,  Pemerintah  Daerah  dapat  melakukan  pengeluaran yang
belum  tersedia  anggarannya  dan/atau  pengeluaran  melebihi  pagu yang
ditetapkan dalam peraturan daerah ini.

(2)  Keadaan   darurat   sebagaimana   dimaksud   pada   aya.t (1) meliputi:
a.   bencana alam,  bencana non-alam,  bencana  sosial  dan/atau kejadian

luar biasa;
b.   pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c.   kerusakan    sarana/prasarana   yang    dapat    mengganggu    kegiatan

pelayanan publik.
(3)  Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.   kebutuhan  daerah  dalam  ran8ka  pelayanan  dasar  masyarakat  yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran beljalan;

b.   belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
c.   pengeluaran  daerah  yang  berada  diluar  kendali  Pemerintah Daerah

dan  tidak  dapat  diprediksikan  sebelumnya,  serta  amanat  peraturan

perundang-undangan; dan/ ata.u
d.   pengeluaran daerah lainnya yang  apabila ditundaakan menimbulkan

kerugian   yang   lebih    besar   bagi    Pemerintah    Daerah    dan/ata.u
masyarakat.
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Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum  dalam  Lampiran yang merupakan bagian  tidak terpisahkan  dari
Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1.   Lampiran I

2.   Lampiran Il

3.   Lampiran Ill

4.   Lampiran IV

5.   Lampiranv

6.   Lampiran vI
7.   Lampiran VII

8.   Lampiran VIII

9.   Lanpiran lx

10. Lampiran X
1 1 . Lampiran XI
12. Lanpiran XII

13. Lampiran XIII

14. Lanpiran AV
15. Lampiran AV
16. Lampiran RT

Rin9kasan  Perubahan  APBD  yang  Diklasifikasi  Menurut
Kelompok     dan     Jenis     Pendapatan,     Belanja,     dan
Pembiayaan;
Ringkasan  Perubahan  APBD  yang Di]dasifkasi  Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
Rincian        Perub ahan       APBD        menurut        Urus an
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Prograln, Kegia.tan, Sub
Kegiatan,   Kelompok,   Jenis   Pendapatan,   Belanja,   dan
Pembiayaan;
Rekapitulasi   Belanja   Menurut   Urusan   Pemerintahan
Daerah, Organisasi,  Program, Kegiatan Beserta Hasil dan
Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
Rekapitulasi   Belanja   Daerah   Untuk   Keselarasan   dan
Keterpaduan   Urusan   Pemerintah   Daerah   dan   Fungsi
Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
Sinkronisasi  Program  pada  RPJMD  dengan  Rancangan
APBD;
Sinkronisasi  Program,  Kegiatan  dan  Sub  Kegiatan  pada
RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD;
Sikronisasi  Program  Prioritas  Nasional  dengan Program
Prioritas Daerah;
Daftar Jumlah  Pegawai  Per  Golongan  dan  Per Jabatan;
Daftar Piutang Daerah;
Daftar Penyerta.an Modal Daerah dan Investasi Daerah
Lainnya;
Daftar  Perkiraan  Penambahan   dan   Pengurangan  Aset
Tetap Daerah dan Aset Lain-Lain;
Daftar Sub Kegiatan Taliun Jamak /Mwzty years/,.
Daftar Dana Cadangan; dan
Daftar Pin].anan Daerah.

Pasal 1 1

Bupati   menetapkan   Peraturan   Bupati   tentang   Penjabaran   Perubahan
Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Daerah  sebagai  landasan  operasional

pelaksanaan APBD.
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Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundan8kan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkin pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana
Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tapggal 31 0®stmba.r AQ*

TANATORA.A,r
\`\           ;I

ALLORERUNG

PROVINSI SULAWESI SELATAN  NOMOR B.HH.06.157.24.



Lampiran I  :         Peraturan Daerah

Nomor : 6 TAHUN 2024

Tanggal : 31  Desember 2024

KABUPATEN TANA TORAJA
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN

PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE URAIAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

4 PENDAPATAN  DAERAH

4.1 PENDAPATAN  ASLI DAERAH (PAD) 165.340.947.608,00

4.1.01 Pajak Daerah 56.007.738.608,00

4.1.02 Retribusi Daerah 8`9.032.552.000,00

4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang  Dipisahkan 7.300.000.000,00

4.1.04 Lain-lain  PAD yang Sah 13.000.657.000,00

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.054.571.830.392,00

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 984.168.551.000,00

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 70.403.279.392,00

4.3 LAIN-LAIN  PENDAPATAN  DAERAH YANG SAH 19.220.568.000,00

4.3.03 Lain-lain  Pendapatan Sesuai dengan  Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 19..220.568.000,00

Jumlah Pendapatan 1.239.133.346.000,00

5 BELANJA DAERAH

5.1 BELANJA OPERAsl 938.762.345.395,00

5.1.01 Belanja Pegawai 586.080.189.036,00

5.1.02 Belanja Barang dan Jasa 301.027.577.824.00

5.1.04 Belanja Subsidi 203.904.500,00

5.1.05 Belanja  Hibah 51.325.924.035,00

5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 124.750.000,00

5.2 BELANJA MODAL 164.694.003.605,00

5.2.02 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 26.473.540.750,00

5.2.03 Belanja Modal Gedung dan Bangunan 63.047.504.407,00

5.2.04 Belanja Modal Jalan, Jaringan. dan  lrigasi 71.589.855.000,00

5.2.05 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 3.273.103.448,00

5.2.06 Belanja Modal Aset Lainnya 310.000.000,00

5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 10.000.000.000'00

5.3.01 Belanja Tidak Terduga 10.000.000.000,00

5.4 BELANJA TRANSFER 165.602.769.000,00

5.4.01 Belanja Bagi Hasil 1.600.000.000,00

5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 164.002.769.000,00

Jumlah Belanja 1.279.059.118.000,00

SIPD-RI    dicetak pada 2025-02-09 09:03:32 Halaman  1



t{ODE LiFonAN JUMLAH (Rp)

1 2 3

Total Surplus/(D®flslt) €9.925.772.000,00

6 PEMBIAYAAN DAERAli

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYJIAN 39.925.772.000.00

6.1 .01 Sisa Leblh Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 39.925.772.000,00

Jumlah Penerlmaan Pembfayaan 39.925.772.000.00

Jumlali Pengoluaran P®mblayaan 0,00

Pemblayaan Netto 39.925.772.000,00

6.3 Slsa Leblh Pemblayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00

SIPD-Rl : dlcetak pada 2025-02-08 22:21:14
Halaman 2


